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INVESTASI PERTANIAN DAN 
KETAHANAN PANGAN NASIONAL 

YUSMAN SYAUKAT 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
Institut Pertanian Bogor 

PENDAHULUAN 

Pidato Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama pembangunan 
Gedung Fakultas Pertanian - Universitas Indonesia tanggal 27 April 
1952 menunjukkan kesadaran nasional Bangsa Indonesia saat itu 
bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan perkara strategis 
suatu bangsa, bahkan dikemukakan sebagai "persoalan hidup dan 
mati". Kesadaran tersebut timbul akibat seringnya kejadian kekurangan 
pangan dan kelaparan yang menimpa masyarakat Indonesia sejak era 
penjajahan, perjuangan kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan. 
Pada era modern pun, pemenuhan kebutuhan pangan tetap penting. 
Salah satu faktor penyebab keruntuhan Uni Sovyet, eks negara adidaya 
di era SO-an, misalnya, adalah karena ketidakmampuan negeri tersebut 
dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduknya. 
Dengan demikian, selain persoalan hidup dan mati, perkara pangan 
dapat pula dipandang sebagai "penentu keberadaan (eksistensi) suatu 
bangsa". 

Permintaan bahan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia terus 
mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk 
dan perbaikan tingkatkesejahteraan mereka. Dengan jumlah penduduk 
237 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,34 persen per 
tahun, kebutuhan pangan Indonesia pun terus mengalami peningkatan. 
Produksi pangan Indonesia sebenarnya juga mengalami perkembangan, 
namun hal tersebut kalah cepat dibandingkan dengan kedua faktor 
pertumbuhan tersebut. Bahkan, saat ini, perkembangan produktivitas 
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times, have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious 
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dan perikanan Indonesia relatif mengalami leveling off (pelandaian), 
sehingga produksi produk pangan tidak meningkat secara meyakinkan. 
Akibatnya, impor prod uk-prod uk pertanian Indonesia terus mengalami 
peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. 

Upaya peningkatan produksi pangan Indonesia terkendala oleh 
berbagai faktor, baik teknis, sosial, ekonomi, maupun kebijakan. 
Kendala utama mencakup, antara lain, terbatasnya dan rusaknya 
infrastruktur pertanian, kurangnya'inovasi dan teknologi tepat guna 
di tingkat petani, rendahnya akses petani terhadap lembaga keuangan, 
inefisiensi dalam sistem distribusi dan pemasaran, rendahnya investasi 
di sektor pertanian, serta berbagai faktor lainnya. Kebijakan dan 
program pemerintah juga telah banyak dilakukan dalam pencapaian 
tujuan peningkatan produksi pangan namun, terkadang, kebijakan 
tersebut kurang tersinkronisasi, sehingga kurang memiliki daya-ungkit 
dalam meningkatkan produksi pangan di dalam negeri. 

Investasi di sektor pertanian sangat dibutuhkan tidak hanya dalam 
peningkatan produksi dan produktivitas pangan, tetapi juga dalam 
rangka meningkatkan dayasaing sektor pertanian, meyakinkan 
pencapaian ketahanan pangan (food security), meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan peran dan 
kontribusi pertanian terhadap pendapatan nasional, serta mendukung 
industrialisasi sektor pertanian dan perdesaan guna menampung 
tenaga kerja dari sektor pertanian. 

Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara spesifik peran investasi di 
sektor pertanian terhadap pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. 
Outline penyampaian paper adalah sebagai berikut: (1) definisi dan 
dimensi ketahanan pangan, (2) strategi pencapaian ketahanan pangan, 
dan (3) peran investasi di sektorpertanian dalam pencapaian ketahanan 
pangan di Indonesia. 

Definisi dan Dimensi Ketahanan Pangan 

Food and Agricultural Organization (1996) di dalam World Food Summit 
1996 mengungkapkan bahwa "food security exists when all people, at all 
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food to meet their dietary needs and food preferences for an active and 
healthy life". Berdasarkan definisi FAO tersebut, ada tiga dimensi utama 
dari food security: (a) Availability (ketersediaan):ketersediaan cukup 
pangan dengan kualitas yang memadai, yang berasal dari produksi 
domestik ataupun impor; (b) Accessibility (akses): akses rumahtangga 
dan individual terhadap pangan yang layak dan bergizi (nutritious); dan 
(c) Affordability (kemampuan): kemampuan individual dalam konsumsi 
pangan menu rut kondisi sosial ekonomi, budaya, dan preferensi. 

Undang-Undang RI No 7 tahun 1996 tentang Pangan, mengemukakan 
bahwa Ketahanan Pangan adalah: "kondisi terpenuhinya pangan bagi 
setiap rumahtangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". 
Dari kedua definisi tersebut, ketahanan pangan menurut FAO lebih 
ditujukan kepada individual, sementara berdasarkan UU RI No 7/1996· 
ketahanan pangan Iebih diarahkan kepada keluarga (rumahtangga). 

Pemenuhan Pangan: Swasembada dan Ketahanan 
Pangan 

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dapat ditempuh melalui 
dua metode utama, yakni: swasembada pangan dan pengadaan pangan 
dari luar negeri. Konsep swasembada pangan flood self-sufficiency) 
sering diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan dengan 
cara memproduksinya di dalam negeri. Konsep swasembada pangan 
dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan 
pangan flood security) suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki 
kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung 
pada pasar internasionai. apalagi untuk produk-produkyang dipandang 
sangat strategis seperti beras di Indonesia. Program swasembada 
beras pernah dilakukan Indonesia pada era Presiden Soeharto dan 
mencapai puncaknya tahun 1984 ketika Indonesia berhasil mencapai 
swasembada beras dan Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan 
dari FAO. 

Ada dua perbedaan mendasar antara swasembada pangan dan 
ketahanan pangan, yaitu (FAO, 1997): (a) Swasembada pangan melihat 

hanya produksi nasional sebagai satu-satunya S~J:\~~:y~::~kan pangay 
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(food supply), sementara ketahanan pangan mempertimbangkan juga 
aspek impor atau bantuan pangan sebagai sumber pasokan pangan; 
dan (b) Swasembada pangan mengartikan ketersediaan pangan (food 
availability) hanya pada pangan yang diproduksi di dalam negeri, 
sementara ketahanan pangan mencakup juga elemen stabilitas 
pasokan (supply stability) dan akses masyarakat terhadap pangan. 
Dengan demikian, swasembada pangan lebih menekankan pada 
pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan untuk berdiri sendiri 
(the need for self reliance), sementara ketahanan pangan menekankan 
pada pembangunan yang memperhatikan spesialisasi internasional 
(international specialization) dan keuntungan komparatif (comparative 
advantage). Perdebatan mengenai kedua hal ini sudah sering terjadi. 
Namun, dari aspek praktis, kedua pilihan tersebut tergantung kepada 
kondisi yang dihadapi oleh masing-masing negara. Bagi Singapura, 
misalnya, tidak akan ada anjuran (rekomendasi) untuk menjalankan 
kebijakan food self-sufficiency; sementara bagi Indonesia peningkatan 
produksi pangan dalam negeri (khususnya beras) telah terbukti 
mampu mengurangi food insecurity di dalam negeri dan mengurangi 
ketergantungan terhadap impor beras. Dengan demikian, swasembada 
pangan merupakan salah satu komponen penting dari ketahanan 
pangan suatu negara. 

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui perdagangan 
internasional (impor) merupakan implementasi dari Ricardian trade 
theory dan prinsip-prinsip comparative advantage. Menurut teori ini, 
adanya perbedaan produktivitas dan biaya imbangan (opportunity 
cost) antar negara dalam menghasilkan suatu produk merupakan 
landasan utama untuk dilakukannya perdagangan antar negara yang 
saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan perdagangan pangan, 
apa yang telah terjadi dengan adanya agricultural liberalization dan 
flooding of imports cheap-food di negara-negara sedang berkembang 
(Least Developed Countries atau LDCs)? Kwa (undated) mengungkapkan 
dampak dari perdagangan bebas tersebut sebagai berikut: 

a) 	 Cheap importfoodtelah menghancurkan basis produksi pertanian 
di negara-negara berkembang, karena para petani di LDCs 
tidak mampu berkompetisi dengan bahan pangan impor yang 
bersubsidi. Disamping itu, meskipun bahan pangan tersedia, 
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tidak sernua LDCs rnerniliki dana untuk rnernbeli produk pangan 
tersebut. 

b) Konsekuensinya, LDCs terpaksa berhutang untuk rnernbayar 
irnpor pangannya tersebut. Kondisi ini rnenirnbulkan rnasalah 
balance ofpayment di LDCs 

c) Petani-petani yang "terlernpar" dari sektor pertanian (akibat 
tidak rnarnpu bersaing dengan pangan irnpor bersubsidi) 
urnurnnya sulit rnendapatkan pekerjaan baru. Dengan dernikian, 
irnpor pangan dapat diartikan pula sebagai importation of 
unemployment. 

Argurnen bahwa irnpor bahan pangan rnurah akan rnernerlukan 
biaya rendah untuk rnernperolehnya rnerupakan alasan yang benar 
dalarnjangka pendek. Narnun, dalam jangka panjang, ia berpotensi 
rnenirnbulkan ketiga potensi rna salah di atas. Juga, pada akhirnya 
rnenjadikan negara pengirnpor tersebut dalarn posisi vulnerable, yang 
hanya rnerniliki sedikit otonorni dan kontrol. Hal seperti ini rnasih sering 
terjadi untuk kornoditas pangan irnpor Indonesia, baik beras (sebelurn 
swasernbada) rnaupun non-beras (kedelai, jagung, guia, daging sapi, 
dan gandurn). 

Pencapaian Ketahanan Pangan Melalui Swasembada 
Pangan Nasional 

Pernerintah Indonesia telah rnenyatakan bahwa ketahanan pangan 
nasional rnensyaratkan adanya kernandirian, dirnana kebutuhan pangan 
diutamakan bersurnber dari produksi dalarn negeri, yakni swasernbada 
pangan ifood self-sufficiency). Nainggolan (2007) mengernukakan 
bahwa sasaran ketahanan pangan dan swasernbada adalah berbeda. 
Sasaran ketahanan pangan adalah pada rnanusia atau rurnahtangga, 
yakni bagairnana rnanusia (rurnahtangga) marnpu rnengkonsurnsi 
pangan dengan gizi seirnbang, sehingga dapat rnencapai status gizi 
baik; sedangkan sasaran swasernbada pangan adalah pada kornoditas, 
yakni bagaimana produksi suatu kornoditas pangan dapat rnernenuhi 
kebutuhan dornestik, sehingga tidak diperlukan irnpor pangan. 

Dengan dernikian, ketahanan pangan Indonesia dirnasa datang 
seyogyanya dicapai melalui pengernbangan produksi pangan dalam 
negeri (swasembada), khususnya untuk kornoditas-kornoditas strategis 

yang selarna ini sebagian besar masih diimY~~'v~:N :A~j~,~akUP beray 
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jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Dengan peningkatan produksi 
pangan di dalam negeri ini, maka masalahfood trap juga dapat diatasi. 
Untuk komoditas beras, target yang hendak dicapai adalah untuk 
mempertahankan bahkan meningkatkan produksi beras secara 
berkelanjutan (sustainable rice self-sufficiency). Target swasembada 
(pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY) untuk komoditas 
jagung adalah tahun 2008, sementara kedelai tahun 2015, gula tahun 
2009, dan daging sapi tahun 2010. Namun, hingga tahun 2010 target­
target swasembada jagung, gula dan daging sapi tersebut belum tercapai; 
sehingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY target­
target swasembada tersebut direvisi menjadi tahun 2014 untuk semua 
komoditas. Dengan perkembangan penduduk Indonesia sebesar 1,34 
persen per tahun selama periode 2000-2006 (BPS, 2007), maka untuk 
mencapaifood security bagi seluruh masyarakat Indonesia diperlukan 
tercapainya laju pertumbuhan produksi komoditas-komoditas tersebut 
paling tidak sebesar 2,0 persen per tahun secara berkelanjutan. 

Pentingnya Investasi di Sektor Pertanian 

Investasi di sektor pertanian saat ini mulai menjadi incaran para 
investor di negara-negara maju akibat tingginya harga produk 
pertanian, khususnya pangan, sehingga memberikan keuntungan yang 
relatif besar. "Agricultural investments are as good as green gold". Ada 
lima alasan utama mengapa investasi di sektor pertanian menjadi 
sangat penting 1: 

a) 	 Cadangan pangan (sereal) dunia terus mengalami penurunan; 
akibatnya harga pangan terus mengalami peningkatan. 
Menghadapi hal ini, negara produsen sereal terbesar pun, seperti 
Argentina, menurunkan laju ekspornya dan mengalihkannya 
menjadi cadangan pangan domestik. 

b) 	 Kebutuhan pangan terus meningkat, sehingga menimbulkan 
tekanan besar terhadap peningkatan produksi pangan dunia. 
Konsumsi daging juga mengalami peningkatan sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk kelas menengah. 

c) 	 Peningkatan produksi dan permintaan minyak nabati (biofuels) 
terutama di negara-negara maju, sehingga meningkatkan 
permintaan lahan-lahan pertanian. 

1 	 Chris Meyer. "Invest in Agriculture: Five Reasons to Start Today". http:// 
dailyreckoning.comj invest-in-agriculturej 
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d) 	 Penurunan rata-rata area lahan pertanian per kapita; sementara 
pencetakan lahan pertanian baru relatif terbatas. Oleh karena itu, 
beberapa negara telah mengembangkan area lahan pertanian 
mereka ke negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Kondisi 
ini telah menimbulkan masalah baru, dikenal dengan istilah 
Land Grabbing (penyerobotan lahan), karena produksi pangan 
di negara-negara miskin tersebut sebenarnya hanya untuk 
kepentingan (ketahanan pangan) negara investor. 

e) 	 Semakin langkanya sumberdaya air bagi aktivitas produksi 
pertanian, sehingga upaya peningkatan produksi pangan semakin 
sulit. 

Di negara berkembang, investasi di sektor pertanian masih relatif 
rendah. Adanya peningkatan harga produk pangan tidak memberikan 
peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usahatani, tetapi justru 
meningkatkan kompleksitas masalah kemiskinan dan kekurangan 
pangan, karena sebagian besar petani merupakan net consumers bahan 
pangan yang dihasilkannya. 

Investasi di Indonesia secara umum mengalami perkembangan pesat 
pasca krisis finansial 1997/98 seiring dengan membaiknya kebijakan 
pemerintah dan iklim usaha di dalam negerL Investasi (penanaman 
modal dalam negeri dan asing PMON dan PMA), dalam bentukgross 
fixed capital formation (GFCFY , mengalami peningkatan secara pesat, 
sehingga mencapai 32 persen dari GOP (gross domestic product) 
Indonesia pada tahun 2010 (OECD, 2012). Foreign Direct Investment 
(FDI) merupakan komponen penting dari GFCF, dimana Indonesia 
merupakan salah satu negara atraktif bagi tujuan investasi inL Selama 
periode 2005-2010 rata-rata FDI Indonesia mencapai USO 9,5 milyar 
per tahun (bandingkan dengan Cina yang mencapai USD 107,5 milyar 
per tahun). 

Akan tetapi, investasi - PMDN dan PMA - yang masuk ke Indonesia 
sebagian besar masuk ke pasar modal dan bukan ke sektor riil, sehingga 
kurang memberi manfaat bagi masyarakat banyak.Investasi yang 
masuk ke sektor pertanian masih sangat rendah, kurang dari 5 persen 

GFCF yaitu pengadaan, pemanfaatan dan pembelian barang modal bam dar! 
dalam neger!, serta barang modal baru atau lama dar! luar negeri. GFCF terdiri 
atas pembentukan kapital dalam bentuk: konstruksi, peralatan dan mesin, 
pealatan transportasi, serta barang modallainnya (BPS, 2011). 
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l 
dari total investasi (dan sebagian besar dialokasikan di sub-sektor 
perkebunan). Padahal, kontribusi sektor pertanian terhadap GOP 
lebih dari 15 persen dan menyerap sekitar 40 persen angkatan kerja. 
Meskipun secara kuantitas masih rendah, namun investasi di sektor 
pertanian tersebut ternyata lebih produktif dibandingkan dengan 
investasi di sektor lainnya. Rata-rata ICOR (incremental capital- output 
ratioJ sektor pertanian selama periode 2006-2010 mencapai 0,04, 
se~angkan sektor manufaktur 0,30 dan sektor jasa 0,16 (OECO, 2012J. 
Hal ini menggambarkan bahwa investasi di sektor pertanian lebih 
efektif dalam meningkatkan output. Rendahnya ICOR sektor pertanian 
mengindikasikan rendahnya akumulasi kapital di sektor ini akibat 
rendahnya investasi, sehingga membuka peluang untuk berinvestasi di 
sektor pertanian. 

Investasi di Sektor Pertanian dan Upaya Penguatan 
Ketahanan Pangan 

Oengan pendudukterbesardi dunia (1,2 milyarjiwa Jdan lahan pertanian 
hanya 9 persen, Cina telah melakukan investasi besar-besaran di 
sektor pertanian dengan memperbaiki teknologi dan mengaplikasikan 
berbagai inovasi baru pertanian, serta memperbarui sistem usahatani 
dan infrastruktur pertanian, dalam rangka meningkatkan produksi 
pangan dalam jangka panjang. Oengan cara tersebut, Cina mampu 
meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi penggunaan input dan 
produktivitas tenaga kerja. Saat ini Cina telah mampu swasembada 
gandum, dan pada tahun 2020, konsumsi gandum Cina diperkirakan 
mencapai 572,5 juta ton. Namun, Cina masih mengimpor komoditas 
jagung, kedelai dan beras, karena tingginya laju permintaan pangan 
dibandingkan laju peningkatan produksinya3

• 

Meskipun jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi Indonesia 
masih lebih rendah dibandingkan Cina, investasi di sektor pertanian di 
Indonesia sangat diperlukan.Hal ini terjadi mengingat masih tingginya 
impor komoditas pangan utama, seperti jagung, kedelai, gula, daging 

3 Michael Martina and Tracy Zheng."China to Invest in Agriculture Innovation to 
Boost Food Security ...http://www.reuters.com/articIe/2012/02/01/us-china­
agriculture. (February 1, 2012). 
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sapi, gandum, serta komoditas lainnya, seperti sayur dan buah-buahan. 
Tanpa investasi yang memadai di sektor pertanian, mustahil ketahanan 
pangan dapat direalisasikan. Ketahanan pangan sangat erat terkait 
dengan ketersediaan pangan, disamping aspek distribusinya. Untuk 
komoditas beras, Indonesia sudah mampu berswasembada beras, 
walaupun sejak tahun 2007 masih mengimpor sekitar 4 persentotal 
kebutuhan beras. Hal ini merupakan suatu prestasi besar, karena 
selama ini Indonesia dikenal sebagai negara importir beras terbesar 
di dunia.Padahal, jumlah (volume) beras beras yang diperdagangkan 
di pasar dunia tidaklah terlalu besar (dikenal dengan istilah thin 
market), yakni sekitar 20-an juta ton saja. Berbeda dengan komoditas 
beras, untuk komoditas jagung, gula, daging sapi, kedelai dan gandum, 
ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri masih sangat besar, 
bervariasi antara 8,1 persen (jagung) hingga 100 persen (gandum). 

Investasi di sektor pertanian harus dikaitkan dengan pembangunan 
perdesaan secara terintegrasi (integrated agricultural and rural 
development atau pembangunan pertanian dan perdesaan terpadu 

P3T). P3T memiliki makna bahwa pengembangan pertanian perIu 
dirancang sebagai suatu sistem terpadu dan disinergikan dengan 
pembangunan perdesaan. Dengan pendekatan ini, pembangunan 
pertanian tidak terbatas hanya pada pengembangan aktivitas on-farm 
(kegiatan usahatani), tetapi juga melibatkan aktivitas off-farm (baik 
industri pertanian hulu maupun hilir), pelayanan jasa penunjang, serta 
memperhatikan keterkaitannya dengan kegiatan non-farm(aktivitas 
non-pertanian) yang berkembang di perdesaan (Gambar 1). Dengan 
pendekatan ini, diharapkan investasi yang dialokasikan akan menjadi 
lebih efektif dan efisien, karena tidak sekedar meningkatkan produksi 
pangan (pertanian), tetapi jugameningkatkan nilai tambah dari produk 
pertanian dan perdesaan yang dihasilkan, sehingga akan lebih efektif 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 
masalah kemiskinan di perdesaan. 
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GAMBAR 1. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Terpadu 

Investasi di sektor pertanian dan perdesaan yang mendukung program 
ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: (a) 
pengembangan pertanian rakyat, (b) pembangunan pertanian skala 
besar, serta (e) pengembangan kemitraan antara pertanian skala besar 
dan skala keeil. 

aj Pembangunan Pertanian Rakyat 

Mengingat jumlah petani keeil sangat dominan, dengan rata-rata 
penguasaan penguasaan lahan pertanian rata-rata 0,3 ha per petani, 
dan tingkat kemiskinan perdesaan yang tinggi (17 persen), maka 
kemiskinan dan kekurangan (ketahanan) pangan seringkali menjadi 
masalah kronis di perdesaan. Untuk menangani hal ini, maka investasi 
yang ditujukan untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas 
pertanian harus diprioritaskan. Investasi yang diperlukan untuk 
meneapai tujuan ini antara lain melalui penyediaan dan pengaplikasian 
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teknologi produksi komoditas pangan dengan potensi hasil yang 
tinggi (high yield varities), serta pembangunan dan/atau perbaikan 
infrastruktur pertanian - seperti irigasi dan lahan pertanian serta 
jalan perdesaan - khususnya di wilayah-wilayah telah diusahakan atau 
daerah yang berpotensi untuk diusahakan secara intensif, baik di Jawa 
maupun di Luar Jawa. Pengembangan infrastruktur pertanian di daerah 
perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung 
pengembangan pertanian, juga sesuai dengan kondisi dan daya-dukung 
lingkungan (agroekosistem) setempat. Pengembangan infrastruktur 
non-pertanian juga perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan upaya 
pengembangan pertanian setempat. 

Investasi di bidang hardware seperti di atas merupakan necessary 
condition (syarat mutlak) dalam upaya peningkatan/pengembangan 
usahatani skala keeil. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan 
penguatan kondisi penunjangnya (sufficient condition) yang dapat 
mendukung petani dalam memanfaatkan fasilitas tersebut secara lebih 
optimal. Hal ini antara lain menyangkut penyediaan tenaga penyuluhan 
pertanian, pengadaan sarana produksi pertanian, bahkan penyediaan 
perkreditan pertanian untukmemfasilitasi kegiatan produksi pertanian. 

Kondisi di atas mengingatkan kita pada Program Bimas yang telah 
dilaksanakan di Indonesia tahun 1970-an. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa dalam membangun pertanian rakyat pemerintah 
perlu mengembangkan "Program Bimas Gaya Baru", disesuaikan 
dengan kondisi-kondisi agroekosistem, sosial dan ekonomi masyarakat 
pad a wilayah tertentu pada saat sekarang. 

Pad a wilayah-wilayah tertentu, pengembangan integrated farming 
system (sistem usahatani terintegrasi) perlu dikembangkan. Sistem 
usahatani terpadu dapat mengambil berbagai bentuk usaha, seperti 
integrasi usaha tanaman pangan-ternak (seperti padi - sapi), tanaman 
pangan - ternak - ikan (padi - sapi ikan), kebun ternak (kelapa sawit 
- sapO, ternak - ikan Cayam - ikan), dan variasi lainnya. Keterkaitan 
antara komponen usaha di dalam suatu sistem usahatani terpadu 
(sebagai Contoh: padi - sa pi) dapat disampaikan pada Gambar 2. Dari 
Gambar 2 tampak bahwa kotoran/limbah yang dihasilkan sapi dan 
padi akan didaur ulang menjadi pupuk organik dan pakan ternak 
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Limbah padi Pengolahan 

Limbah Padi 

memiliki nilai ekonomi dan sistem usahatani ini mampu mengurangi 
limbah (zero wastes), sehingga lebih ramah lingkungan. Kelebihan 
pakan ternak dan pupuk organik yang dihasiIkan, setelah dikurangi 
untuk penggunaan oleh petani itu sendiri, dapat pula dijual ke pasar 
sehingga akan meningkatkan pendapatan petani. 

Pakan tcrnak 

Pakan lernak l 
Padi .. SapiI PASAR 1·..--­

'--___.--__....J Produk ulama , Produk utama '--_---,__---' 

Pupuk organik 

Pengolahan 

Kotoran Sapi 
Pup uk organik Koloran sapi 

GAMBAR 2. Pengembangan Sistem Usahatani Terpadu 

Sistem usahatani terpadu dapat meningkatkan efisiensi investasi 
dibandingkan dengan investasi pada pengembangan usahatani secara 
individual. Hal ini terjadi karena sistem usahatani terintegrasi dapat 
meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, sistem 
perputaran limbah yanglebih baik, adopsi teknologi baru, meningkatkan 
efisiensi penggunaan input, menciptakan iapangan kerja, memperbaiki 
kesuburan lahan, menciptakan lingkungan yang bebas polusi, 
mengatasi krisis energi, mengatasi krisis bahan bakar dan kayu bakar, 
meningkatkan perputaran uang sepanjang tahun, menghasilkan bahan 
pangan yang seimbang - sehingga mampu meningkatkan ketahanan 
pangan masyarakat, serta meningkatkan standar hidup masyarakat ­
khususnya masyarakat tani. 

b) Pembangunan Pertanian Skala Besar 

Pengembangan pertanian skala besar dimungkinkan untuk 

,~emanfaatka\~j,:~~ntungan untuk melakukan usaha pertanian secara 
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terkonsentrasi. Kegiatan pembangunan pertanian yang terkonsentrasi 
ini pada dasarnya dilakukan untuk dapat memanfaatkan economics of 
scale dalam berproduksi, sehingga lebih efisien secara ekonomi. Saat 
ini pembangunan pertanian skala besar sudah banyak diusahakan di 
sub-sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa, kokoa, karet, dan 
lainnya; namun tidak berarti bahwa di luar sub-sektor perkebunan 
tidak bisa dilaksanakan. 

Pengembanganfood estate merupakan salah satu program yang dapat 
dilakukan dalam pengembangan produksi pangan dan diharapkan 
dapat meningkatkan ketahanan pangan nasionaL Food Estate (FE) 
merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan 
secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan 
peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas (an 
integrated farming, plantation and livestock zone). Untuk mendukung hal 
tersebut, pemerintah bahkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 
No. 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, sebagai payung hukum 
berinvestasi di FE di Indonesia.Tujuan pembangunan FE adalah untuk 
mencapai ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan 
ekspor. Potensi untuk berinvestasi di program ini masih terbuka luas, 
terutama di luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan-lahan sub-optimal, 
seperti lahan-Iahan kritis.Untuk pertama kali, FE dikembangkan di 
Merauke, Papua, dengan nama: Merauke Integrated Food and Energy 
Estate (MIFEE) program. 

Program FE memiliki potensi manfaat yang besar, namun masih 
dihadapkan pada berbagai permasalahan: dari ketersediaan lahan, 
teknis pengelolaan lahan, permodalan, masalah lingkungan, hingga 
masalah sosial ekonomi. Artinya, program tersebut harus direncanakan 
dengan baik agar memenuhi kriteria kelayakan proyek (project 
feasibility), dilihat dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan 
(Syaukat, 2010). 

Pengusaha besar yang mana yang diperkenankan masuk mengelola 
FE? Ini juga merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan, 
karena beberapa faktor: pertama, jika peluang berinvestasi di FE 
dibuka untuk perusahaan asing, dikhawatirkan Indonesia akan semakin 
terbelenggu oleh kapital asing dan meliberalisasi semuanya 
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justru akan menganeam kedaulatan pangan. Kedua, jika pemerintah 
tidak mampu mengontrol distribusi produksi hasil dari FE, maka para 
pemodal akan menjadi penentu harga pasar - karena keputusan untuk 
dijual di dalam negeri atau diekspor adalah harga yang menguntungkan 
bagi pemodal. Ketiga, apabila peraturan yang mengatur FE lebih 
berpihak kepada pemodal daripada petani, maka kemungkinan 
konflik seperti konflik di perkebunan besar akan terjadi juga di FE. 
Keempat, jika perusahaan asing diperkenankan untuk membuka FE 
dalam skala luas, dikhawatirkan akan terjadi masalah land grabbin,9 
sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. FAO melalui 
laporan bertajuk "Lands Grab or Development Opportunity?: Agriculture 
Investment and International Land Deals in Africa" mengungkapkan: 
"sebuah negara berinvestasi di lahan pertanian negara lain ditujukan 
untuk mengamankan pasokan pangan dalam negerinya sendiri". 
Konsekuensinya: (a) menempatkan negara-negara miskin pada posisi 
rentan dalam menghadapi aneaman krisis pangan, dan (b) selain petani 
akan terusir dari lahannya, dampak kerusakan ekologi karena pola 
intensive farming bakal sangat merugikan (Syaukat, 2010). 

c) Pembangunan Kemitraan dalam Peningkatan Ketahanan 

Pangan a2 

besar masyarakat petani masih terkendala dengan Mengingat 

ketidakberdayaan Iainnya, maka diperlukan adanya suatu kebijakan 
yang pro terhadap mereka. Untuk mengatasi ini, pola ketiga dapat 
dipertimbangkan, yakni dengan melakukan pengembangan program 
kemitraan yang sinergis (saling menguatkan dan menguntungkan) 
antara pengusaha besar dengan petani ked!' Program kemitraan 
ini dapat dilaksanakan baik di sektor pertanian tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan, maupun perikanan. 

Kemitraan, sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1995, diartikan sebagai 
suatu kerjasama antara usaha kedl dengan usaha menengah atau besar 
dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 
dan saling menguntungkan. Pola kemitraan ini bisa bermanfaat dalam 
meningkatkan akses usaha keeil (baea: petani) ke pasar, modal dan 
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untuk mensubstitusi 

teknologi, serta mencegah terjadinya diseconomies of scale, sehingga 
mutu juga terjaga. 

Pemerintah, pada masa lalu, pernah mengembangkan Pola Kemitraan 
Inti-Plasma antara petani (kelompok tani) ~ebagai plasma dengan 
perusahaan inti yang bermitra. Dalam hal ini, perusahaan inti 
menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, 
serta menampung, mengolah dan memasarkan produksi. Pola ini 
memiliki kelebihan disamping kekurangannya. Dengan mempelajari 
kembali kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu, diharapkan pola-pola 
kemitraan yang memberikan penghidupan terhadap petani kedl ini 
dapat dikembangkan kembali. 

Perusahaan Inti dalam hal ini dapat berupa perusahaan swasta maupun 
perusahaan BUM N. Apalagi saat ini pemerintah tengah mengembangkan 
BUMN Pangan. Pengembangan ketahanan pangan nasional akan 
lebih efektif apabila BUMN Pangan dapat mengembangkan pola-pola 
kerjasama kemitraan dengan petani setempat atau tempatan dalam 
pengembangan bisnis pangan skala luas, sehingga dapat membantu 
mereka dalam mengembangkan bisnis pangannya. Untuk menjaga agar 
petani dapat hidup berkecukupan (sejahtera), maka lahan yang digarap 
petani harus cukup luas, misalnya 2 hektar. 

Dengan status perusahaan BUMN, tentunya perusahaan inti akan 
lebih mudah dalam mendapatkan lahan yang diperlukan (dengan 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah), juga aspek permodalan yang 
dibutuhkan. Ketika daerah tujuan pengembangan memiliki tenaga kerja 
yang relatif terbatas, program ini dapat pula dikaitkan dengan kegiatan 
transmigrasi, sebagaimana yang telah dikembangkan sebelumnya. 

Penutup 

Ketahanan pangan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif 
jika didasarkan pada produksi pangan di dalam negeri, waJaupun tidak 
harus swasembada penuh untuk setiap komoditas pangan.Produksi 
pangan domestik harus terus dikembangkan 
produk pangan impor. Untuk meningkatkan produksi pangan domestik, 
tidak hanya memerlukan pengembangan aspek hardware (teknologi 
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dan infrastruktur), tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan 
software-nya, seperti penyuluhan pertanian, akses perbankan, dan 
lainnya. 

Ketahanan pangan nasional tersebut dapat dilakukan dengan 
mengembangkan sistem pembangunan pertanian dan perdesaan 
terpadu, dimana pengembangan pertanian dirancang sebagai suatu 
sistem terpadu dan disinergikan dengan pembangunan perdesaan. 
Dengan pendekatan ini, diharapkan investasi yang dialokasikan akan 
menjadi lebih efektif dan efisien, karena tidak sekedar meningkatkan 
produksi pangan (ketahanan pangan), tetapi juga meningkatkan 
nilai tambah dari produk pertanian dan perdesaan, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan masalah kemiskinan 
di perdesaan. 

Pola-pola investasi yang dilaksanakan harus dapat mengakomodasikan 
tujuan pertumbuhan ekonomi makro dan tujuan peningkatan dan 
pemerataan kesejahteraan petani kedL Untuk mencapai hal ini, maka 
sistem pembangunan pertanian dan perdesaan terpadu dilakukan 
secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan melalui 
pengembangan sistem kemitraan antara perusahaan besar dan petani 
kecil dalam peningkatan produksi pangan nasionaL 
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